BABII

TINJAUAN TEORETIS PERKAWINAN DAN BATAS USIA MINIMAL
DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam
masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.’ Perkawinan dalam
Islam merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara
seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin
antara kedua pihak, dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak
untuk mewujudkan suatu kebahagiaan dan hidup berkeluarga yang diliputi
rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhai
oleh Allah. Oleh sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir
saja namun ikatan batinpun juga, maka Islam menjadikan perkawinan itu
sebagai basis suatu masyarakat yang baik, teratur, dan tentram.’

Perkawinan menurut Islam tidaklah hanya sebagai suatu bentuk
ikatan atau perjanjian biasa seperti jual-beli atau sewa menyewa dan lain-
lain, melainkan merupakan suatu perjanjian suci atau disebut miitsaagon
gholiidhan, yang mana seorang laki-laki dan seorang perempuan
dihubungkan menjadi suami istri melalui suatu akad atau perjanjian suci

menjadi pasangan hidup dengan mempergunakan nama Allah SWT.

" Salim H,S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 61.
> Badan Penasihatan, ..., 10.
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Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya
pernikahan ialah:

1) Firman Allah SWT, Surah An-Nur: 32

Tas 0 o remlls Soke Je b ally S8 (VT80

gﬂ,/ji-*l; Cw)}f”‘ GMUA QJJT;..@..&J
Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.’

2) Firman Allah Surah An-Nisa’: 3

;wlwvﬁuUﬁ 15550 aedl 3 Tohs NI e O3
1,525 1 ol G AT KT G 5 fa g 1,00 I ks B

S

Artinya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

3) Firman Allah Surah Ar-Rum: 21

2 o ere Ao s A S F L, Ao o L F P
=i Jar ) 550 Bl il G S Gle Ol cals (e

~
a
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i\

} Departemen Agama RI, A/-Quran Terjemah Al-Hikmah, (Bandung: Diponegoro, 2008), 354.
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Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Beberapa Hadist Nabi saw yang bertalian dengan disyari’atkannya

pernikahan ialah:

& 4 5 50285,

3 Al ol B SR LS8 s i E

(e o13,) ﬁb‘m e
Artinya:
Takutlah kepada Allah akan urusan perempuan, sesungguhnya kamu
ambil mereka dengan amanah Allah dan kamu halalkan mereka
dengaan kalimat Allah. (H.R. Muslim).*

cr 8 (L;J" c}‘*""’) o mdd (Fe F S el 373
T e 2T s iy
Artinya:

Dan akupun juga nikah, maka siapa benci pada sunnahku berarti
bukan masuk umatku. (H.R. Muttafaqun alaih). Di dalam syarah

targhibi dan tahdzib, nikah itu sunnah Nabi.’
Adapun menurut peraturan perundang-undangan, Undang-undang
Pokok Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan
dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah kata lahir bathin antara

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

* Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4),..., 9.
5 .
Ibid, 10.
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Ketuhanan Yang Maha Esa.”® Dengan demikian, hakikat perkawinan
menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah adanya ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam suatu perkawinan.
Terjalinnya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan
membina keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan menurut
Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal, untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar
masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan
mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga merumuskan tentang definisi
perkawinan yang termuat dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan
menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau
miitsaagon gholiidhan vuntuk menaati perintah Allah SWT dan
melaksanakannya merupakan ibadah”.” Dalam hal ini hakikat perkawinan
menurut KHI adalah untuk mentaati perintah Allah SWT dan
melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Tujuan yang dicapai dalam membina suatu biduk rumah tangga
menurut KHI telah dijelaskan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang

berbunyi: ‘“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), 2.
’ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, (Wacana Intelektual, 2009), 278.
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sakinah, mawaddah wa rahmah.”® Artinya tujuan perkawinan tersebut sesuai
dengan konsep yang diajarkan oleh hukum Islam.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang perkawinan diatas menurut
hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,
maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan suatu persetujuan
atau perjanjian seorang pria dengan seorang wali pihak wanita. Hal ini harus
didasari dengan adanya kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang
akan melangsungkan perkawinan, yang berdasarkan pada ketentuan-
ketentuan perundang-undangan yang diatur oleh negara dan agama yang

terdapat dalam hukum fikih.’

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan sah apabila
dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang telah mendapat
pengakuan hukum dari negara dan sah menurut agama. Hal ini tidak terlepas
dari terpenuhinya rukun dan syarat oleh kedua calon pasangan suami dan
istri yang berlaku bagi orang Islam menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

Rukun perkawinan merupakan unsur yang melekat pada suatu

perbuatan hukum (perkawinan) yang memiliki akibat hukum ketika proses

8 .

Ibid.
° Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana,
2010), 103.
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perkawinan tersebut berlangsung. Rukun yakni menentukan sah atau tidak
sahnya suatu perbuatan tersebut. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi atau
terlaksana dalam suatu perbuatan atau peristiwa hukum tersebut maka akan
berdampak pada akibat hukum yang ditimbulkan yakni tidak sahnya suatu
perbuatan hukum dan statusnya ‘batal demi hukum’."® Yang termasuk rukun
dalam melaksanakan perkawinan adalah: Calon suami, Calon istri, Wali
nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan qabul (akad).

Sedangkan syarat merupakan segala sesuatu yang tergantung adanya
hukum dengan sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan
tidak ada pula hukum."' Jika terdapat salah satu atau beberapa syarat yang
tidak terpenuhi maka bukan berarti suatu perkawinan akan semerta-merta
batal begitu saja, namun perkawinan tersebut dalam status ‘dapat
dibatalkan’. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974
Pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan’.

Dan pasal 27 ayat (1): “Seseorang suami atau istri dapat mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang
melanggar hukum”.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada dua macam syarat
perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah

syarat yang melekat pada masing-masing pihak yang bersangkutan dapat

' Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), 90.
' Alaiddin Koto, Zimu Figh dan Ushul Figh, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 50.
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disebut juga dengan syarat subyektif, sedangkan syarat formal yakni
mengenai prosedur pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan
negara disebut dengan syarat obyektif.'?

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai
berikut:"?

a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
(Pasal 6 ayat (1))

b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1))

c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam
hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih,
atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para
calon kurang dari 19 dan 16 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2))

d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun
keatas.

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri.

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan.

5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin.

e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2)
dan Pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9)

f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan
bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),
76.
B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain
(Pasal 10)

g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah
lampau tenggang waktu tunggu. (Pasal 11)

Syarat formal adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-
formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat formal
dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang
berbunyi:'* “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan
memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat
perkawinan akan dilangsungkan.” Artinya setiap orang yang hendak
melangsungkan perkawinan berkewajiban memberitahukan kehendak
menikahnya kepada petugas Pegawai Pencatatan Nikah atau lebih dikenal
dengan sebutan PPN yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan
tempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan dengan tujuan agar

dicatatkan dan mendapat pengakuan hukum dari negara.

C. Batas Kedewasaan Dalam Perkawinan
1. Pengertian Kedewasaan
Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental,
kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial, namun disisi lain kedewasaan
juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Pengertian

kedewasaan sebagai fase dalam perkembangan dapat dilihat dari

' Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan.
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beberapa sudut pandang. Dewasa dalam bahasa Belanda adalah “voll
wassen” voll = penuh dan wassen = tumbuh, sehingga voll wassen berarti
sudah tumbuh dengan penuh atau selesai tumbuh. "

Ditinjau dari segi biologis atau psikologis yaitu masa dewasa
sebagai suatu keadaan bertumbuhnya ukuran-ukuran tubuh dan mencapai
kekuatan maksimal serta siap berproduksi.'® Penentuan fase kedewasaan
menurut kalangan biologi menyebutkan bahwa dimulai sejak adanya
polusi ‘al-Ihtilam’ atau menstruasi atau haid pertama kali bagi
perempuan dan mimpi basah atau keluarnya mani bagi laki-laki. Gejala
tersebut menunjukkan tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang
dan ia pantas menerima beban kewajiban.'’

Makna dewasa bila ditinjau dari segi hukum dapat dikatakan
bahwa apabila batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa
adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.'®

Kedewasaan menurut pandangan Islam menyebutkan dalam istilah
baligh, yang berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah

sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau

® ALLN. Kramer Sr, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diterjemahkan Sudjito Danu Saputro,
(Jakarta, 1996), 284&294.

'® Andi Mappiare, Psikologi OrangDewasa, (Surabaya: Usaha Nasional), 15.

Y M. Abdul Mujib, Nuansa-Nuansa Psikologi Islam,Cet-1, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 107.

'® Departemen Agama RI Direktorat Jendral, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98, 153.
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persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan
mana yang baik dan mana yang dianggap buruk."
Firman Allah SWT dalam surat An Nur ayat 59.
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Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka
hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang
sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan

ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.”*

Baligh yaitu fase dimana usia anak telah sampai pada dewasa, usia
ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya schingga ia
dibebankan tanggungjawab agama dan sosial.”' Fase baligh adalah fase
dimana kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan
apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah

mengeluarkan darah haid atau menstruasi bagi perempuan.

2. Batas Usia Kedewasaan
Istilah dewasa menggambarkan segala individu yang telah matang,
namun lazimnya merujuk pada manusia; seseorang yang bukan lagi dapat
disebut sebagai anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa.
Dari aspek biologi, saat ini dewasa dapat didefinisikan sebagai seseorang

yang sudah akil baligh atau sudah mencapai usia 16 tahun keatas atau

¥ M. Abdul Mujib, Mabruri Tolhah, Syariah, Kamus Istilah Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus,
1994), 37.

*® Departemen Agama RI, A/-Quran..., 357.

' M. Abdul Mujib, Nuansa..., 106.
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sudah pernah menikah. Menurut Undang-undang perkawinan batas usia
dewasa yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki,
dan bila ditinjau dari aspek psikologi karakter pribadi memiliki tanggung
jawab dan kematangan berfikir. Berbagai aspek kedewasaan saat ini
sering tidak konsisten dengan kodratif. Seseorang dapat saja dewasa
secara fisik, dan berkarakter layaknya orang dewasa, tetapi dalam
lingkungan tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika masih berada di
bawah umur dewasa menurut hukum. Sebaliknya, seseorang secara legal
dianggap dewasa, namun karakter dan perilakunya tidak mencerminkan
kedewasaan bahkan tidak memiliki tanggungjawab serta kematangan
dalam berfikir.**

Batas usia kedewasaan seseorang tidak luput dari peraturan
perundang-undangan negara dan agama. Ketentuan usia dari berbagai
Undang-undang di Indonesia memiliki ketentuan batas usia sendiri-
sendiri dikarenakan setiap Undang-undang memiliki peruntukan dan
kepentingan yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 47 :
Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang belum

mencapai 18 tahun.

22 Anzar Asmadi, “Batas Usia Dewasa Menurut Hukum Yang Berlaku Di Indonesia’, dalam
http://anzar-asmadi.blogspot.com/2012/12/batas-usia-dewasa-menurut-hukum-yang.html, diakses
pada 27 Desember 2015.
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b. Kitab Undang-undang Hukum Pedata (BW), Pasal 330 : Yang belum
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh
satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.

c. Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1
: Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai
umur § tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah
kawin.

d. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Pasal 1 ayat (1) : Anak adalah seseorang yang belum berumur 18
tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.

e. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Pasal 1 angka 5 : Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah
18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

f. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 98 ayat (1): Batas umur anak
yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang
anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah

melangsungkan perkawinan.”

Selain peraturan perundang-undangan di Indonesia, Islampun
memberikan batasan-batasan usia dewasa dalam melaksanakan

perkawinan, namun tidak secara mutlak diatur di dalam Al-Quran.

2 Ibid.
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Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh

mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa’ ayat 6:

] 15m30 005 23 BT OB 2 ST AL 13 B S 150

e
Artinya: “Dan anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin,
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya...”**

Yang dimaksud sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di
atas adalah setelah seseorang timbul keinginan untuk berumah tangga,
dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan
berjalan sempurna jika belum mampu mengurus harta kekayaan dengan
sebaik-baiknya.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqaha dan ahli
undang-undang sepakat menetapkan cukup umur (baligh) yakni anak-
anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya
segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu
mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka yang
dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya dan
mempunyai kebebasan menentukan hidupnya.”

Sedangkan dalam kitab-kitab hukum keluarga, sudah lama

disebutkan bahwa seorang laki-laki dapat melangsungkan pernikahannya

* Departemen Agama RI, A/-Quran..., 62.
* M. Abdul Mujib, et.al., Kamus..., 37.
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kalau telah “mimpi” dan wanita jika sudah mengalami “menstruasi”.
Mimpi dan menstruasi merupakan tanda bahwa baik laki-laki maupun
perempuan sudah dianggap telah akil baligh. Menurut para ulama empat
madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam
Hambali memiliki beberapa pendapat. Seperti Imam Abu Hanifah,
menyatakan bahwa seseorang yang sudah dianggap dewasa ialah mereka
yang telah mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan usia 17 tahun bagi
perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama’ termasuk pula
sebagian ulama’ Hanafiyah memaknai usia dewasa jika sudah mencapai
usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Pada umumnya pada
usia itulah seseorang dapat mengetahui manfaat atau madharat yang akan
timbul dari sesuatu serta akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang
dilakukannya.”®

Pendapat lainpun juga datang dari Imam Maliki, Imam Syafi’i dan
Imam Hambali menyatakan bahwa bukti balighnya seseorang dapat
ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu ketiak. Mereka juga menyatakan
usia baligh untuk laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 15 tahun.
Namun ada penolakan pendapat dari Imam Hanafi mengenai bulu-bulu
ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab menurutnya bulu-bulu ketiak
tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Imam

Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh bagi laki-laki adalah

*® Proyek Pembinaan Agama Islam Departeman Agama, [lmu Figh, jilid II, (Jakarta, 1985), 3-4.
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maksimal 18 tahun dan minimal 12 tahun, serta usia baligh bagi

perempuan maksimal 17 tahun dan minimalnya 9 tahun.

Konsep dalam Islam tentang masalah kematangan fisik dan jiwa
seseorang nampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat
dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam ilmu
Figh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, antara lain:

a. Menurut sebagian ulama’ Hanafiyah dan Imam empat madzhab bahwa
batas dewasa seseorang yakni jika sudah mencapai genap 15 tahun
baik bagi laki-laki dan perempuan.

b. Laki-laki, ditandai dengan mimpi, yaitu keluarnya sperma (mani)
ketika tidur ataupun terjaga.

c. Perempuan, ditandai dengan haid (menstruasi), umumnya darah haid
keluar ketika sudah berusia 9 tahun.*’

Dalam hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya
menentukan batas usia perkawinan. Yang dimaksud batas usia
perkawinan adalah usai minimum seorang anak yang diperbolehkan
melangsungkan perkawinan. Usia nikah antar kedua calon mempelai
sangat penting bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, hal
ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tujuan perkawinan itu sendiri.
Oleh sebab itu, untuk meraih tujuan yang sempurna pada suatu
perkawinan maka dibutuhkan kematangan fisik dan emosional (jiwa)

untuk memecahkan berbagai masalah dalam membina rumah tangga. Dari

%7 Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, (Surabaya: Mutiara
[lmu, 1994), 3-4.
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situlah dalam sebuah perkawinan dibutuhkan kecerdasan dan kecerdikan
(Ar Rusydu). Kecerdasan dan kecerdikan ini berkembang berdasarkan
pengalaman dan ilmu yang didapat. Disamping kedewasaan seseorang
dapat ditentukan pula karena faktor lingkungan dan letak geografis, maka
diberi batasan positif dengan kriteria umur.”® Dengan ukuran kedewasaan
dalam perkawinan ini, memiliki hubungan erat dengan kematangan akal,
kemampuan jasmani dan rohani, baik bagi laki-laki maupun perempuan
yang akan melangsungkan perkawinan untuk meraih tujuan tujuan

perkawinan yang kekal dan bahagia.

D. Tugas dan Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Hal Pencatatan
Perkawinan

1. Definisi Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi terkecil
Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas
membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama
kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Secara histories, Kantor Urusan Agama kecamatan adalah unit
kerja kementerian yang memiliki rentan usia cukup panjang. Menurut
seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA
kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu
sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang

sejenis dengan KUA kecamatan telah diatur dan diurus di bawah lembaga

*® Umar Said, Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: CV. Cempaka, 2000), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



36

Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan
oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah
untuk mengoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan
yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi.
Kelembagaan ini selanjutnya dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui
lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dikukuhkan melalui
Undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak,
Cerai dan Rujuk (NTCR). Mulanya kewenangan KUA kecamatan tidak
hanya meliputi masalah Nikah dan Rujuk saja, tetapi juga masalah talak
dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA
kecamatan berkurang sehingga hanya menangani masalah nikah dan
rujuk, masalah mengenai talak dan cerai selanjutnya dilimpahkan ke
Pengadilan Agama.”

Kantor Urusan Agama memiliki beberapa kewenangan
menyangkut perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia.
Kantor Urusan Agama oleh masyarakat awam hanya dipandang sebagai
lembaga yang melakukan pencatatan perkawinan. Namun, kewenangan
Kantor Urusan Agama dalam suatu perkawinan tidak hanya berkisar pada
pencatatan saja, namun juga mencakup hal-hal lainnya yang berhubungan

dengan prosedur pelaksanaan perkawinan, memeriksa dan meneliti syarat

* Endra Iswandi, “Kantor Urusan Agama (KUA)”, dalam http:/academia.edu.html, diakses pada
1 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


http://academia.edu.html/

37

dan rukun perkawinan. Adapun peraturan perundang-undangan yang
mengatur tugas Kantor Urusan Agama tersebut ialah sebagai berikut:
a) Undang-undang No. 22 Tahun 1946

Sesuai dengan fungsi KUA yang diatur dalam Pasal 3 huruf ¢
Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 di atas, Undang-
undang No. 22 Tahun 1946 juga mengatur tentang pencatatan nikah,
talak, dan rujuk. Maksud pasal ini ialah supaya nikah talak dan rujuk
menurut agama Islam dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum.
Mengenai maksud dari mengawasi ialah memeriksa calon suami dan
wali ketika menghadap Pegawai Pencatat Nikah (PPN), yaitu tentang
ada atau tidaknya halangan untuk melangsungkan pernikahan serta
terpenuhinya syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-
undang.

b) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994°!

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994 tentang
Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang
dilakukan di Luar Negeri dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 tentang pekawinan menyebutkan bahwa
dalam rangka melaksanakan pendaftaran surat bukti perkawinan
negara Indonesia dilangsungkan di luar negeri perlu ditetapkan

pelaksanaan surat bukti tersebut.

%0 Undang-undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan.
*! Peraturan Menteri Agama No. | Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan
Negara Indonesia yang dilakukan di Luar Negeri.
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c) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007
Termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama
No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa
Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat
yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan
pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat,
dan melakukan bimbingan perkawinan dan dijabat oleh Kepala KUA.
d) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
Pasal 3, 4, 5 dan 6 peraturan ini menjelaskan bahwa setiap
orang yang melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya
itu kepada Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan sekurang-
kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan berlangsung.
Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis

oleh calon mempelai atau orang tua atau walinya.

2. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Hal
Pencatatan Perkawinan

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai negeri yang

diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang nomor 22

tahun 1946 pada tiap-tiap KUA kecamatan. PPN mempunyai kedudukan

jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya

32 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007.
* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.
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undang-undang Nomor 22 tahun 1946 sampai sekarang ini, sebagai satu-
satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan menurut hukum
Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1976 menunjuk Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau setingkat sebagai
pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai pencatat
nikah atau wakilnya, tempat menetapkan kedudukan dan wilayahnya
setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan
Agama Islam/Bidang urusan Agama Islam dan penyelenggaraan
haji/Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, maka PPN hanya mengawasi nikah dan menerima
pemberitahuan rujuk saja. PPN tidak memberikan kutipan buku
pendaftaran talak dan cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan
karena proses cerai talak dan cerai gugat diselesaikan di depan sidang
Pengadilan Agama dan sekaligus Pengadilan Agama mengeluarkan akta
cerai talak dan akta cerai gugat bagi yang bersangku‘[an.34

Peran dan tugas PPN dalam Administrasi perkawinan:

a) Menerima pemberitahuan nikah.

b) Mendaftar, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon
mempelai dan wali serta mengumumkannya.

¢) Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun di
luar kantor.

d) Melakukan pengawasan nikah/rujuk serta  pengembangan
kepenghuluan.

e) Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta
pengembangan kepenghuluan.

i Departemen Agama, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, , (Jakarta: Departemen Agama
Republik Indonesia, 2008), 5.
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f) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan administrasi NTRC.
35

Tugas PPN sebagai pejabat fungsional di KUA:

Tugas pokok PPN sebagai pejabat fungsional berdasarkan Bab II
Pasal 4 peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor
PER/62/M.PAN/6/2005 tentang jabatan fungsional penghulu dan angka
kreditnya adalah melakukan perencanaan kegiatan adalah kepenghuluan,
pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk,
penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum
munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah,
serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan

pengembangan kepenghuluan.*

Rincian kegiatan PPN sebagai pejabat fungsional/penghulu

sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

1. Penghulu pertama (Penata Muda golongan/ruang IIl/a s.d. Penata
Muda Tk. I golongan/ruang I11/b), meliputi:
a) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
b) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan
c) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi
pendaftaran kehendah nikah/rujuk
d) Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
e) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah/rujuk

* Departemen Agama RI, Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam
dan Penyelenggaraan Haji, 2005), 346.

% Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Penghulu dan Angka Kreditnya, (Jakarta, 2006), 189.
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f) Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan
mempublikasikan melalui media

g) Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap
pengumuman peristiwa nikah/rujuk

h) Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk melalui proses menguji
kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas
akad nikah/rujuk

i) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali
hakim

j)  Memberikan khutbah nikah/rujuk

k) Memandu pembacaan sighat taklik talak

1) Mengumpulkan data kasus pernikahan

m) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/ruj uk.”’

2. Penghulu muda (Penata golongan/ruang IIl/c s.d. Penata TK. I

golongan/ruang I11/d), meliputi:

a) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan

b) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan

c) Meneliti kebenaran data calon pengantin wali nikah dan saksi di
balai dan di luar balai nikah

d) Meneliti kebenaran data pasangan rujuk dan saksi

e) Melakukan penetapan dan atau penolakan kehendak nikah/rujuk
dan menyampaikannya

f) Mengarahkan/memberikan materi konseling/penasihatan calon
pengantin

g) Memimpin pelaksanaan nikah/rujuk melalu proses menguji
kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas
akad nikah/rujuk

h) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali
hakim

i) Memberikan khutbah nikah/rujuk

j)  Memandu pembacaan sighat taklik talak

k) Mengidentifikasi, memverifikasi dan memberikan solusi terhadap
pelanggaran ketentuan nikah/rujuk

1) Menyusun monografi kasus

m) Menyusun jadwal penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk

n) Memberikan penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk

0) Menyusun materi bimbingan muamalah

p) Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan

3. Penghulu madya (Pembina golongan/ruang IV/a s.d. Pembina Utama
Muda golongan/ruang IV/c),*® meliputi:
a) Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan

* Ibid, 190.
* Ibid, 192.
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b) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan kepenghuluan

¢) Memimpin pelaksanaan nikah/rujuk melalu proses menguji
kebenaran syarat dan rukun nikah/rujuk dan menetapkan legalitas
akad nikah/rujuk

d) Menerima dan melaksanakan taukil wali nikah/tauliyah wali
hakim

e) Memberikan khutbah nikah/rujuk

f) Memandu pembacaan sighat taklik talak

g) Menganalisis materi dan metode penasihatan calon pengantin

h) Mengidentifikasi, memverifikasi dan memberikan pelanggaran
ketentuan nikah/rujuk

i) Mengamankan dokumen nikah/rujuk

j) Melakukan telaah dan pemecahan masalah pelanggaran ketentuan
nikah/rujuk

k) Melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang

1) Menganalisis dan menetapkan fatwa hukum

m) Menyusun kompilasi fatwa hukum munakahat

n) Melakukan koordinasi kegiatan lintas sektoral di bidang
kepenghuluan.

E. Dispensasi Nikah

Dispensasi merupakan pengecualian dari aturan umum untuk suatu
keadaan yang khusus.”® R. Subekti dan Fitrosudibio mengemukakan bahwa
dispensasi artinya penyimpangan atau pengeluaran dari suatu peraturan.40
Dispensasi nikah yang dimaksud di sini merupakan sebuah pengecualian
penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh
Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan
dilakukan oleh kedua atau salah satu calon mempelai, baik pria atau wanita

yang masih belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan.

3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 209.
0.8, Eoh. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996), 82.
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Calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan namun
masih di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut telah
mendapat izin tertulis dari Pengadilan Agama untuk disahkan di Kantor
Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin ke
Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang hendak
menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua masing-masing. Seperti
yang dijelaskan pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun dan wanita sudah mencapai
umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Pasal 15 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk melangsungkan pernikahan
seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapati izin
sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berikut prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama:

1) Bagi seorang yang akan berperkara di pengadilan dan belum mengerti
tentang cara membuat surat permohonan/gugatan, dan jumlah uvang muka
biaya perkara yang harus dibayar, dianjurkan lebih dulu meminta petunjuk
ke bagian kepaniteraan pengadilan dengan membawa KTP dan Surat
Nikah dan/atau surat-surat lainnya yang terkait yang telah difotocopy.

2) Setelah mendapatkan info, surat permohonan telah dibuat dan
ditandatangani, pihak yang berperkara menghadap ke meja I untuk

menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam
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SKUM oleh petugas meja I. Surat permohonan yang sudah dilengkapi
SKUM diserahkan kembali kepada pihak yang berperkara.

3) Dari pihak yang berperkara, menyerahkan surat gugatan/permohonan
beserta SKUM kepada petugas meja II.

4) Dari meja II, SKUM yang telah diberi Nomor Perkara dan dibubuhi tanda
tangan, diserahkan kepada pihak yang berperkara untuk dasar
menyetorkan panjar biaya ke Bank.

5) Pihak yang berperkara mengisi SLIP setoran Bank sesuai jumlah uang
yang tertera dalam SKUM, dan menyerahkan kepada counter Bank
berikut uang panjar. Oleh petugas counter Bank diserahkan 1 lembar SLIP
setoran Bank yang telah divalidasi kepada pihak yang berperkara.

6) Kemudian pihak berperkara menghadap ke bagian meja II guna
menunjukkan bukti setoran Bank (SLIP yang telah divalidasi) dan
menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda tangan LUNAS untuk
diberikan nomor pada surat permohonan tersebut.

7) Oleh meja II, diserahkan 1 lembar SKUM (stempel lunas) dan 1
eksemplar salinan Surat Gugatan/Permohonan yang telah diberi nomor
perkara kepada pihak yang berperkara.

8) Selanjutnya juru sita memanggil ke alamat kedua pihak berperkara, untuk
pemanggilan sidang setelah ditetapkan hari sidangnya.*!

Khusus untuk perkara dispensasi nikah bagi seorang yang masih di

bawah umur, prosedurnya sebagai berikut:

* Web Resmi Pengadilan Agama Mojokerto, dalam http://www.pa-mojokerto.go.id , diakses
pada 15 Januari 2016.
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1) Kedua orang tua, ayah dan ibu dari calon mempelai yang masih di bawah
umur, baik laki-laki maupun perempuan yang masing-masing selanjutnya
disebut sebagai Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan
secara tertulis ke Pengadilan Agama Mojokerto;
2) Permohonan dispensasi nikah harus terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:
a. Identitas para pihak, Ayah sebagai Pemohon I dan Ibu sebagai
pemohon II,

b. Posita, yaitu tentang duduk perkara atau dalil yang mendasari
diajukannya permohonan.

c. Petitum, yaitu tentang hal yang dimohon putusannya dari

pengadilan.*

* Fanroyen, Pengadilan Agama Mojokerto, Wawancara, Mojokerto, 12 Januari 2016.
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